BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR       03       TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KASUS 
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu memfasilitasi dan menangani berbagai pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  huruf a,  dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup DI Kabupaten Bantul;



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang  Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 267/KPTS/1998 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran Lingkungan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan  Daerah  Kabupaten   Bantul   Nomor   39  Tahun   2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Bantul; 
10. Peraturan  Daerah  Kabupaten Bantul Nomor  15  Tahun  2001 tentang Retribusi Izin Gangguan;

	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Bapedal adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bantul;
4. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan ijin usaha dan atau kegiatan;

5. Unit Kerja Penanganan Pengaduan adalah unit kerja di instansi penerima pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati; 

7. Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi, menindaklanjuti hasil verifikasi  dan penyelesaian akhir;
8. Pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
9. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, pemeriksaan contoh uji, tingkat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
10. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Bapedal yang terdiri atas staf teknis pada Unit Kerja Penanganan Pengaduan, Pejabat Pengawas Lingkungan dan para ahli di bidangnya atau pihak lain yang terkait;
11. Orang adalah perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
BAB II

TATA CARA PENGADUAN DAN PENERIMAAN PENGADUAN

Pasal 2
(1) Setiap orang yang menduga, mengetahui dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :

a. Lurah Desa atau Camat setempat;

b. Bupati melalui Kepala Bapedal. 
(3) Lurah Desa atau Camat wajib segera menindaklanjuti kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan. 

(4) Lurah Desa atau Camat yang tidak dapat mengatasi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus segera meneruskan kepada Bupati melalui Kepala Bapedal. 
Pasal 3

(1) Pengaduan yang disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya dilampiri : 

a. identitas pelapor;

b. perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

c. alat bukti yang disampaikan;

d. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

e. waktu diketahuinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

f.   media lingkungan yang terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menerima pengaduan secara lisan, wajib mencatat dalam buku pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan baik tertulis maupun lisan, wajib menugaskan Unit Kerja Penanganan Pengaduan untuk :

a. menuangkan pengaduan dalam formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; 
b. melakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penugasan.

(4)  Pejabat  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  b, wajib meneruskan pengaduan yang tidak termasuk kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada instansi teknis yang membidangi.

BAB III

VERIFIKASI

Pasal 4
(1) Tim Verifikasi wajib melakukan verifikasi dan menyelesaikannya paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(2) Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan dari pihak pengadu dan atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikasi belum selesai maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 5
(1) Hasil verifikasi dapat berupa : 
a. pengaduan yang bukan merupakan  kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

b. telah terjadi pelanggaran administratif yang tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

c. telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

d. telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi membuat rekomendasi penanganan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila bukan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;

b. apabila telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran administratif yang tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh unit teknis yang berwenang melakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;

c. apabila telah terjadi pelanggaran administratif dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, maka perlu dijatuhkan tindakan administrasi dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup oleh Kepala Bapedal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
d. apabila telah terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui jalur mediasi/di luar pengadilan/non litigasi dan jalur pengadilan/litigasi; 

e. apabila telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka perlu dilakukan langkah penegakan hukum oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 
(3) Rekomendasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pejabat yang memberi tugas verifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai dilaksanakannya verifikasi.

Pasal 6

(1) Kepala Bapedal dalam waktu selambat-lambatnya 7 ( tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya rekomendasi penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(2) Bupati melalui Kepala Bapedal wajib segera menindaklanjuti rekomendasi Tim Verifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rekomendasi diterima. 
Pasal 7

Apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menolak rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi, maka pejabat yang bersangkutan segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

Pasal 8
(1) Hasil verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

(2) Hasil verifikasi dapat bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 9
(1) Setiap pengadu dapat mengajukan keberatan apabila yang bersangkutan merasa tidak puas atas penanganan kasus yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  b.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapedal.  

BAB IV

TATA CARA PENYELESAIAN AKHIR

Pasal 10
Penyelesaian akhir kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu :

1. jalur mediasi/di luar pengadilan/non litigasi; dan atau

2. jalur pengadilan/litigasi. 
Pasal 11
Dalam hal penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2, maka ketentuan persyaratan dan prosedur serta tata caranya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 12
(1) Penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten oleh Bapedal. 
(2) Pelaksanaan sebagian penyelesaian akhir yang berupa ganti kerugian kepada masyarakat dapat ditempuh melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 mediasi serendah-rendahnya pada tingkat kecamatan.
Pasal 13
(1) Setiap penetapan penyelesaian akhir melalui mediasi harus dibuatkan  Berita Acara sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
(2) Penyelesaian akhir dari suatu kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bersifat terbuka. 
Pasal 14
(1) Berita acara penyelesaian akhir memuat :

a. riwayat kegiatan mulai berdiri;
b. riwayat terjadinya pencemaran;
c. kerusakan lingkungan yang ditimbulkan;
d. jumlah orang yang dirugikan;
e. besarnya nilai ganti rugi baik kepada masyarakat maupun Negara;    

f. saksi-saksi.
(2) Surat pernyataan penyelesaian akhir memuat :

a. pernyataan penanggung jawab kegiatan;
b. kesediaan dari penanggung jawab kegiatan untuk memberi ganti rugi dan memperbaiki/memulihkan lingkungan yang rusak;
c. kegiatan dari penanggung jawab kegiatan untuk mengelola kegiatan sehingga tidak mencemari/merusak lingkungan;
d. batas waktu pelaksanaan butir (b) dan (c);
e. pelaporan pelaksanaan tahap-tahap penyelesaian.

Pasal  15
Penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat menggunakan bentuk-bentuk lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul

pada tanggal                    

PENJABAT BUPATI BANTUL,
SOETARYO 
Diundangkan di Bantul
pada tanggal ………………

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
Drs. ASHADI, M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 490 018 672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI … NOMOR  … TAHUN …….
LAMPIRAN I
Peraturan Bupati

Nomor
    03   Tahun 2005

Tanggal
………………..    

FORMULIR PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini …………tanggal …………..bulan ………………tahun…………….. pukul ……………..WIB bertempat di ……………………………………………, yang bertanda tangan di bawah ini :

I.    Identitas pelapor



a. Nama


:

b. Alamat

:

c. Desa/Kelurahan
:

d. Kecamatan

:

e. Kabupaten

:

II. Identitas Penerima Laporan 

a. Nama


:

b. Alamat Kantor
:

c. Jabatan

:

III. Perkiraan Sumber Pencemaran / Perusakan Lingkungan

a. Sumber

:

b. Jenis Kegiatan
:

c. Alamat

:

d. Telepon / Fax
:

e. Desa/Kelurahan
:

f. Kecamatan

:

g. Kabupaten

:

IV. Media Lingkungan Yang Terkena Dampak

a. Air tanah / sumur
:

b. Tanah /lahan/hutan
:

c. Udara


:

d. Sungai


:

e. Pesisir/muara/laut
:

f. Dan lain-lain (…………………….)

V. Alat Bukti yang disampaikan 

a. …………………………………………………………………………………..

b. …………………………………………………………………………………..

c. …………………………………………………………………………………..

VI. Saya Sudah Pernah Lapor hal ini ke instansi :

a. Desa/Kelurahan ……………tanggal……….bulan……….……….tahun………

b. Kecamatan …………………..tanggal ………bulan……………….tahun………

c. Kabupaten  ………………... tanggal ………bulan…………..……tahun……...

d. Lain-lain (………………...) tanggal……..…bulan………………..tahun……..
VII. Uraian Singkat Masalah :

a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau  peruskan Lingkungan ………………………………………………………………………………….

b. Sumber atau kegiatan yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan …………………………………………………………………………………….

d. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

	Penerima Laporan,
(……………………………………………..)
	Pelapor,
(………………..………………………...)


PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO
LAMPIRAN II
Peraturan Bupati

Nomor
                     Tahun 2005

Tanggal
    ………..………

BERITA ACARA PENYELIDIKAN

Pada hari  ini …………… tanggal …….. bulan ……………. tahun ………… bertempat di…………………………………………………..

Yang bertanda tangan di bawah ini  :

1. Nama
:            

    Pekerjaan
:

 Alamat
:

 Bertindak untuk dan atas nama kegiatan usaha   ……………………………………..

Yang didirikan sejak  ………………………………….yang selanjutnya disebut sebagai   Pihak Pertama
2. Nama
:

Pekerjaan
:

Alamat
:

Bertindak atas nama masyarakat terkena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

3. Nama
:

Pekerjaan
:

Alamat
:

Bertindak untuk dan atas nama Tim Verifikasi yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga.

Dengan ini menyatakan bahwa kami Para Pihak telah bersama-sama menyaksikan langsung Penyelidikan yang telah  dilaksanakan oleh  Tim Verifikasi  yang mencakup :

1. Pengambilan contoh/Specimen Lingkungan

2. Penyelidikan terhadap barang bukti lainnya

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.

	Pihak Pertama,
( …………………………………………….)
	Pihak Kedua,
( ……………………………………………… )


                                                       Pihak  Ketiga,
                                               (  …………………………………….) 
PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO
LAMPIRAN III
Peraturan Bupati

Nomor
    03   Tahun 2005

Tanggal
    ………..………

BERITA ACARA TERBUKTI/ TIDAK TERBUKTI TERJADINYA PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pada hari  ini ……………tanggal…….. bulan…………….tahun …………bertempat di…………………………………………………..

Yang bertanda tangan di bawah ini  :
1.  Nama
:            

     Pekerjaan
:

Alamat
:

Bertindak untuk dan atas nama kegiatan usaha   ……………………………………..

Yang didirikan sejak  ………………………………….yang selanjutnya disebut sebagai       Pihak Kesatu
2.  Nama
:


Pekerjaan
:


Alamat
:


Bertindak atas nama masyarakat terkena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
3. 
Nama
:


Pekerjaan
:


Alamat
:


Bertindak untuk dan atas nama Tim Verifikasi yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga
Dengan ini menyatakan berdasarkan hasil penyelidikan baik lapangan maupun llaboratoris bahwa Pihak Kesatu terbukti/tidak terbukti melakukan tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diduga, diketahui atau dilaporkan  oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.

	Pihak Pertama,
( ………………………………………..)


	Pihak Kedua,
( ……………………………… )


Pihak  Ketiga,
                                               ( ………………………………….) 
PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO
LAMPIRAN IV
Peraturan Bupati

Nomor
    03   Tahun 2005

Tanggal
    ………..………

BERITA ACARA PENYELESAIAN AKHIR
Pada hari ini ………. tanggal ……… bulan ……… tahun …………… bertempat  di  Bapedal Kabupaten Bantul.

Yang bertanda tangan di bawah ini   :

1.  Nama

: 

     Pekerjaan

: 

     Alamat

: 

  Bertindak untuk dan atas nama kegiatan…………... yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama   

2.  Nama

: 

     Pekerjaan

: 

     Alamat

: 

     Bertindak atas nama masyarakat terkena dampak yang selanjutnya disebut Pihak Kedua
3.  Nama

: 

     Pekerjaan

: 

     Alamat

: 

     Bertindak atas nama TKP2LH yang selanjutnya disebut Pihak Ketiga
Dengan memperhatikan  :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

3. Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 3/Men.KLH/G/1987 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pengemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup.

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 267/KPTS/1998 tentang Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran Lingkungan.

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Propinsi DIY.

Menyatakan bahwa sejak tanggal………………………………………………..telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat dari suatu kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan selanjutnya antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur Mediasi dengan Mediator……………………………………………………………………………

Adapun persetujuan dan/atau kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam Pasal-pasal sebagaimana tersebut di bawah ini.

Pasal 1

Pihak Pertama telah membenarkan adanya pengaduan Pihak Kedua atas terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup………………………………………………….

Yang diduga bersumber dari kegiatan usaha…………………………………………… .
Terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tersebut disaksikan oleh   :
1.  Nama
:


     Pekerjaan
:

     Alamat
:

2.  Nama
:

     Pekerjaan
:

     Alamat
:

Pasal 2

Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat menyelesaikan/mengakhiri sengketa terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup melalui Mediasi.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama sanggup untuk memberikan atau merealisasikan hal-hal sebagai    berikut  :

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………
Pasal 4
Apabila Pihak Pertama telah melaksanakan kewajiban seperti tersebut di atas, maka Pihak Kedua tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang berkenaan dan berkaitan dengan pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan yang telah diselesaikan berdasarkan berita acara ini.

Pasal 5
Apabila persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak dilanggar, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan memilih Domisili Hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri…………………………………………

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak pada tempat, hari, dan tanggal tersebut di atas dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), aslinya bermaterai cukup dan semua memiliki kekuatan hukum yang sama agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Pihak Pertama,
( …………………………………….. )
	Pihak Kedua,
( …………………………………..)


Pihak  Ketiga,
( ………………………………………………. )

PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO
PAGE  

